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MOTTO 
 ٍضَارَػت نَع ًَةراَِتِ َفوُكَت فَأ َّلاِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْػيَػب ْمُكَلاَوَْمأ ْاوُلُكَْأت َلا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّػَيأ َاي 
اًميِحَر ْمُكِب َفاَك َوّللا َّفِإ ْمُكَسُفَنأ ْاوُلُػتْقَػت َلاَك ْمُكنِّم ٕ2 
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”  
(Q.S. An-Nisa’ ayat 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث s\a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
 
 
ix 
 
ر Ra r Er 
ز Z|ai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy Es dan ye 
ص S}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض D}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط T}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ؼ Fa f Ef 
ؽ Qaf q Ki 
ؾ Kaf k Ka 
ؿ Lam l El 
ـ Mim m Em 
ف Nun n En 
ك Wau w We 
 
 
x 
 
ق Ha h Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ل Ya y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah a a 
 Kasrah i i 
 Dammah u u 
 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بىذي Yazhabu 
 
 
 
 
 
 
 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf Nama 
Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
 Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ؿوح Haula 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي …….  أ  Fathah dan 
alifatau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
 
xii 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. ؿوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu terpisah  
maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
 
 
xiii 
 
tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2, ؿّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan 
aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 
yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
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akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت ta'khuzuna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  
yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
 
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
1. ؿوسر لاإ دحمم امك Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. ينلماعلا بر لله دملحا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
 
 
xv 
 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  yang 
dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1 ينقزارلايرخ وله للها فإك 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
2 فازيلماك ليكلا اوفكأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Riyan Setyo Apriyanto, NIM: 142.111.039, “Mekanisme 
Penetapan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mud{a>rabah  ditinjau dari 
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 15 / Tahun 2000”. 
 
Mud}a>rabah adalah akad kerja sama untuk usaha antara dua belah 
pihak yaitu pemodal atau s}a>h}ibul ma>l dengan pengelola usaha atau 
mud}a>rib. S}a>h}ibul ma>l menyediakan 100% dana untuk usaha tersebut 
sedangkan mud}a>rib hanya skill atau kemampuan nya untuk menjalankan 
usaha tersebut. Dalam pembiayaan mud}a>rabah ini pasti ada kata bagi hasil, 
dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua antara s}a>h}ibul ma>l 
dengan mud}a>rib atas kesepakatan bersama di awal perjanjian. Maka 
dengan adanya akad mud}a>rabah ini sebagian masyarakat lebih memilih 
untuk melakukan pembiayaan mud}a>rabah dengan bagi hasil. Akan tetapi 
sebagian lembaga keuangan syariah masih belum menerapkan bagi hasil 
yang benar. Hal ini yang membuat sebagian masyarakat beranggapan 
bahwa perbankan syariah masih sama dengan bank konvensional. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme 
penetapan bagi hasil pada pembiayaan mud}a>rabah di BMT Bani Adam 
Boyolali dan bagaimanakan kesesuaian penetapan bagi hasil bila di tinjau 
dari fatwa DSN MUI No. 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil 
Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, maksud 
dari penelitian lapangan yaitu peneliti berangkat ke objek penelitian untuk 
melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan 
alamiah dengan cara tatap muka atau wawancara.  
 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa BMT Bani Adam 
Boyolali dalam penerapan bagi hasil antara s}a>h}ibul ma>l dengan mud}a>rib 
yaitu dengan secara nominal di awal perjanjian. Sehingga dalam bagi hasil 
tersebut tidak berdasarkan keuntungan akan tetapi seperti halnya bunga di 
bank konvensional, yaitu secara tetap setiap bulannya. Sedangkan di 
Fatwa DSN MUI No. 15 Tahun 2000, pada point satu dan dua dijelaskan 
bahwasannya bagi hasil itu dihitung setelah adanya keuntungan atas usaha 
yang dijalankan tersebut.  
   
Kata Kunci: Bagi Hasil, Mud}a>rabah, s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib. 
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ABSTRACT 
Riyan Setyo Apriyanto, NIM: 142.111.039, "The Mechanism for Determining 
Profit Sharing in Mud{a>rabah Financing Viewed from Fatwa of the National 
Sharia Council (DSN) No. 15 / 2000 Year".  
Mud}a>rabah  is a contract of business cooperation between two parties, 
namely financier or s}a>h}ibul ma>l with business manager or mud}a>rib. S}a>h}ibul ma>l 
provides 100% of funds for the business while mud}a>rib  is only the skill or his 
ability to run the business. In the mud}a>rabah  financing, there must have a profit-
sharing surely, where the profit from the business is divided  two between s}a>h}ibul 
ma>l with mud}a>rib on mutual agreement at the beginning of the treaty. So with this 
mud}arabah > cage contract, some people prefer to choose doing mud}a>rabah 
funding with profit sharing. However, some sharia financial institutions still do 
not implement the right sharing of the results. This makes some people think that 
Islamic banking is still as same as conventional banks. This research was 
conducted to find out how the mechanism for determining profit sharing in 
mud}a>rabah  financing at BMT Bani Adam Boyolali and how the compatibility of 
determining profit sharing if it is viewed from the fatwa MUI DSN No. 15 of 
2000 about Principles of Business Products Distribution in Islamic Financial 
Institutions.  
This research uses field research method, the purpose of field research is the 
researchers go to the objek of research to make observations about a phenomenon 
in a natural state by face-to-face or interview. 
The results of this study show that the Bani Adam Boyolali BMT in the 
application of profit sharing between s}a>h}ibul ma>l with mud}a>rib is nominally at the 
beginning of the treaty. So that the profit sharing is not based on profit but as 
interest in conventional banks, that is, regularly every month. Whereas in the 
Fatwa MUI DSN No. 15 of 2000, in points one and two it is explained that the 
profit sharing is calculated after there was profit from the business carried out. 
 
 Keywords: Profit Sharing, Mud}a>rabah, s}a>h}ibul ma>l and mud}a>rib. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat besar bagi 
pertumbuhan ekonomi masyarakat industri modern serta mampu mengurangi 
nilai kemiskinan dikalangan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini seperti 
yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro 
syariah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada 
masyarakat kecil, baik bersifat sosial (nirlaba) seperti zakat, infak, dan sedekah 
ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan 
sistem bagi hasil.
1
 
Sejarah berdirinya Baitul Ma>l wa Tamwil (BMT) bersamaan dengan 
usaha pendirian bank syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT 
semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan UU No.7/1992 tentang 
Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Pada saat bersamaan, Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian 
intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai 
penelitian dan pengkajian tersebut terbentuklah BMT-BMT di Indonesia.
2
 
Menurut kamus ekonomi bagi hasil berarti pembagian laba, namun 
secara istilah bagi hasil merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para 
                                                          
1
 Meuthiya Athifa Arifin, “Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro 
Syariah”, Equilibrium, Vol.2 No.1 (Juni 2014), hlm. 158. 
2
 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, (Bandung: Pustaka Setia, 
2013), hlm. 34.   
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pegawai dari suatu perusahaan, bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa 
pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi.
3
  
BMT adalah organisasi bisnis yang juga berperan sosial, peran sosial 
BMT terlihat pada definisi baitul ma>l, sedangkan peran bisnisnya tergambar 
pada definisi baitul tamwil.
4
 Maka jika di ambil dari pengertian di atas dalam 
pelaksanaannya BMT sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berusaha 
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil 
untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya 
pengentasan kemiskinan. 
Kontribusi BMT dalam pemberdayaan masyarakat usaha mikro sangat 
nyata terutama masyarakat yang tidak memiliki akses dengan layanan bank. 
Dengan adanya BMT masyarakat sangat terbantu dengan jasa-jasa dan 
pembiayaan untuk modal usaha. Produk-produk yang ada di dalam BMT 
merupakan produk yang sama dalam bank syariah, yaitu produk penghimpunan 
dana seperti prinsip al-wadi‟ah dan mud}a>rabah, untuk penyaluran dana seperti 
prinsip jual beli (murabahah, istisna, salam), dan prinsip ijarah, prinsip bagi 
hasil (mud}a>rabah dan musya>rakah), sedangkan untuk jasa antara lain sarf (jual 
beli valuta asing) dan ijarah (sewa).5 
BMT Bani Adam Boyolali adalah salah satu BMT yang masih dalam 
proses berkembang, akan tetapi kemajuan selama ini sejak di dirikan pada 
tahun 2015 sampai tahun ini mengalami peningkatan. BMT Bani Adam 
                                                          
3
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 
2005), hlm.120. 
4
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, hlm.126. 
5
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.29. 
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Boyolali beralamat di jalan Kates Kalurahan Siswodipuran Kecamatan 
Boyolali Kota Kabupaten Boyolali. Lokasinya yang berada di dalam kota 
Boyolali serta dekat dengan sekolah-sekolah menjadikan poin positif bagi 
BMT Bani Adam Boyolali. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling 
dominan di BMT Bani Adam Boyolali adalah pembiayaan mud}a>rabah. 
Dikarenakan dalam lingkup atau sekitar lokasi BMT Bani Adam tersebut juga 
dekat dengan pasar tradisional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 
ini: 
Tabel 1.1 
Jumlah calon anggota BMT Bani Adam Boyolali 
Periode Desember 2016 sampai Desember 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BMT Bani Adam di Kabupaten Boyolali, (November, 2018) 
Tabel 1.2 
Jumlah anggota pembiayaan mud}a>rabah BMT Bani Adam Boyolali 
Periode Desember 2016 sampai Desember 2017 
No Bulan/Tahun Pembiayaan Mud}a>rabah 
1 Des / 2016 95 
2 Jan / 2017 99 
No Bulan/Tahun Calon Anggota 
1 Des / 2016 442 
2 Jan / 2017 382 
3 Mar / 2107 384 
4 Jun / 2017 379 
5 Sept / 2017 439 
6 Des / 2017 572 
4 
 
 
 
3 Mar / 2017 93 
4 Jun / 2017 73 
5 Sept / 2017 73 
6 Des / 2017 76 
    Sumber: BMT Bani Adam di Kabupaten Boyolali, (November,2018) 
Dari data di atas bisa dibuktikan bahwa calon anggota di BMT Bani 
Adam Boyolali di setiap bulannya mengalami peningkatan, maka bisa 
dikatakan bahwa BMT Bani Adam Boyolali dapat kepercayaan dari sebagian 
masyarakat. Dari 572 calon anggota yang ada di BMT Bani Adam Boyolali 
diantaranya mengajukan pembiayaan mud}a>rabah yang berjumlah 76 anggota. 
Dari data pembiayaan mud}a>rabah diatas bisa dikatakan bahwasannya 
pembiayaan mud}a>rabah cenderung banyak dan juga ada peningkatan. Calon 
anggota yaitu masyarakat yang melakukan penyimpanan/menabung di BMT 
Bani Adam Boyolali sedangkan anggota adalah calon anggota yang melakukan 
pengajuan pembiayaan di BMT Bani Adam Boyolali. Syarat untuk menjadi 
anggota tentu harus membayar SPA (Simpanan Pokok Anggota) dan SWA 
(Simpanan Wajib Anggota) terlebih dahulu sebesar Rp.15.000,- baru setelah itu 
bisa disebut anggota di BMT Bani Adam Boyolali.  
Pembiayaan mud}a>rabah di BMT Bani Adam Boyolali merupakan 
pembiayaan yang lebih banyak diminati oleh calon anggota ataupun anggota, 
dikarenakan dalam pembiayaan ini digunakan untuk modal usaha. Dalam 
pembiayaan mud{a>rabah ini hasil dari penentuan bagi hasil yang diberikan oleh 
5 
 
 
 
BMT Bani Adam Boyolali hampir sama dengan hasil penetapan bunga yang di 
terapkan di bank  konvensional, sehingga sebagian masyarakat beranggapan 
bahwa BMT Bani Adam tidak sesuai dengan ketentuan syariah dikarenakan 
dalam pelaksanaannya di BMT Bani Adam Boyolali penerapan bagi hasil 
antara s}ha>hibul ma>l dengan mud}a<<rib itu ditentukan tidak dengan persentase 
dari keuntungan usaha akan tetapi ditentukan dengan nominal di awal. Dalam 
teori muamallah bagi hasil itu tidak diperkenankan menggunakan nominal.
6
 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud 
untuk melakukan suatu penelitian dengan judul MEKANISME 
PENETAPAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUD{A<RABAH 
DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NO 
15 TAHUN 2000 DI BMT BANI ADAM BOYOLALI. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penetapan bagi hasil pada pembiayaan mud{a>rabah di BMT 
Bani Adam Boyolali? 
2. Bagaimana penetapan bagi hasil pada pembiayaan mud{a>rabah di BMT 
Bani Adam Boyolali ditinjau dengan Fatwa DSN MUI No.15 tahun 2000 
tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan 
Syariah? 
 
 
 
                                                          
6
 Safarudin, Karyawan BMT Bani Adam Boyolali, Wawancara Pribadi, tanggal 2 juni 
2018.  
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui penetapan bagi hasil pada akad mud{a<rabah di BMT Bani 
Adam Boyolali.  
2. Mengetahui penetapan bagi hasil pada akad mud{a>rabah di BMT Bani 
Adam Boyolali dengan penetapan bagi hasil ditinjau dengan Fatwa DSN 
MUI No. 15 tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam 
Lembaga Keuangan Syariah. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi pihak 
yang terkait, antara lain: 
1. Secara Teoritis 
a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 
wawasan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari 
akademik. 
b. Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 
mata kuliah ataupun penelitian yang relevan dengan lembaga 
keuangan syariah. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi BMT Bani Adam Boyolali, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
membantu memberikan sumbangan pemikiran atau masukan berupa 
saran dan kritik supaya bisa lebih berkembang serta sebagai bahan 
pertimbangan kepada manajemen BMT Bani Adam Boyolali. 
7 
 
 
 
E. Kerangka Teori 
Mud{a>rabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana 
pemilik modal (s}a>h}ibul ma>l) mempercayakan sejumlah modal kepada 
pengelola (mud{a>rib) dengan suatu perjanjian di awal, bentuk ini menegaskan 
kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan 
keahlian dari pengelola.
7
 Sedangkan Sayyid Sabiq dalam buku Hendi Suhendi, 
mendefinisikan mud{a>rabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu 
pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat 
keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
8
 Maka landasan tekhnis 
tentang kehalalan akad mud{a>rabah dapat dilihat dari sunnah Nabi Muhammad 
SAW, dimana waktu itu, akad mud{a>rabah dengan tekhnis perakadan 
sebagaimana yang berjalan saat ini sudah di praktikkan oleh Nabi SAW 
bersama-sama sahabat. Adapun ayat yang menerangkan adanya utang piutang 
untuk jangka waktu yang ditentukan, dalam firman Allah SWT QS. Al-
Baqarah [2]: 282: 
 ُهوُبُتْكَاف ىِّمَسُّم ٍلَجَأ َلَِإ ٍنْيَدِب مُتَنياَدَت اَذِإ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّػَيأ َاي...ٕ8ٕ 
 
“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang 
untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah....”(QS. Al-Baqarah Ayat 
282) 
 
 Rukun dalam mud{a>rabah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat 
terlaksananya akad mud{a>rabah, karena hal-hal tersebut menjadikan sebuah 
pilar bagi terwujudnya akad apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi 
                                                          
7
 M. Yasid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). hlm.101.   
8
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm.137. 
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maka akad mud{a>rabah tidak bisa terjadi, menurut jumhur ulama’ rukun akad 
mud{a>rabah ialah:9  
1. A’qidain (dua orang yang berakad), yaitu (pengelola modal) dan s{a>h}ib al- 
ma>l (orang yang mempunyai modal). 
2. Al-ma>l (modal), sejumlah dana yang dikelola. 
3. Al-ribh} (keuntungan); laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai 
kesepakatan. 
4. Al-A’ma >l (usaha) dari mud}a>rib. 
5. S{higat (ucapan serah terima). 
Fatwa DSN MUI No. 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil 
Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
10
 
Pertama : Ketentuan Umum  
1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil  maupun bagi 
untung dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha 
sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil. 
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati 
dalam akad. 
Kedua:  
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui 
                                                          
9
 Ibid., hlm.105-106. 
10
 Fatwa DSN MUI No 15 tahun 2000. 
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Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
Ketiga: 
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 
Bagi Untung proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum 
memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, jadi 
pembagian pendapatan tersebut dibagi pada waktu kotor belum di kurangi oleh 
biaya yang lainnya, dan jika terjadi kerugian maka kedua belah pihak 
menanggung atas kerugian tersebut.
11
 Bagi hasil perhitungan bagi hasil 
didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan 
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperolah pendapatan tersebut.
12
 
F. Tinjauan Pustaka 
Peneliti mengangkat tema tentang mekanisme penetapan bagi hasil pada 
pembiayaan mud{a>rabah, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 
sudah ada, penelitian ini difokuskan pada mekanisme penetapan bagi hasil dan 
penetapan bagi hasil pada akad mud{a>rabah dengan Fatwa DSN MUI Nomor 15 
Tahun 2000. Untuk membuktikan bahwa studi ini berbeda dengan studi yang 
sudah ada atau agar tidak menjadi suatu plagiasi. Berikut ini beberapa 
penelitian yang sudah pernah ada. 
                                                          
11
 Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, ”Teori Bagi Hasil (Profit And Loss 
Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah”, Jurnal Dinamika Ekonomi 
Pembangunan, Vol 1 No. 1 (Juli 2011), hlm. 67. 
12
 Muhamad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm.101  
10 
 
 
 
Pertama, Skripsi Vera Irawati, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, 2008 yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Sistem Mud{a>rabah”. Hasil dari 
penelitian ini mengenai tatacara pengajuan pembiayaan mud{a>rabah yang 
dilaksanakan oleh BMT Amanah Ummah UMS dan tidak membahas tentang 
pembagian hasil usaha.
13
 Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan 
penulis mengangkat masalah mengenai mekanisme penetapan bagi hasil pada 
pembiayaan mud{a>rabah. 
Kedua, Skripsi Dewi Nopwitasari, Program studi Hukum Ekonomi 
Syariah Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2015, yang 
berjudul “Implementasi Akad Pembiayaan Mud{a>rabah Pada BPRS Sukowati 
Sragen”. Skripsi ini berisi tentang bagaimana mekanisme akad pembiayaan 
mudharabah pada BPRS Sukowati Sragen. Dan apakah pelaksanaan 
pembiayaan mud{a>rabah pada BPRS Sukowati Sragen sesuai dengan Hukum 
Islam. Dalam penelitian diatas peneliti lebih memfokuskan kepada mekanisme 
akad mud{a>rabah dan kesesuaian dengan hukum Islam.14 Sedangkan dalam 
penelitian yang akan dilakukan penulis mengangkat masalah mengenai 
mekanisme penetapan bagi hasil pada pembiayaan mud{a>rabah. 
Ketiga, Skripsi Tofa Amar Bayyin, Program Studi Akuntasi Syariah 
Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017, yang berjudul “Analisis 
Penerapan PSAK Nomor 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mud}a>rabah (Studi 
                                                          
13
 Vera Irawati, skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Sistem 
Mudharabah pada BMT Amanah Ummah UMS, Surakarta: STAIN Surakarta.  
14
 Dewi Nopwitasari, “Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS 
Sukowati Sragen”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomin Syariah Fakultas Syariah 
IAIN  Surakarta, 2015), hlm. 93.  
11 
 
 
 
Kasus di BMT Tumang Boyolali)”. Skripsi ini berisi tentang apakah penerapan 
akuntansi pada saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 
dalam transaksi pembiayaan mud{a>rabah pada BMT Tumang Boyolali sudah 
sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105. 
Dalam penelitian diatas peneliti lebih memfokuskan pada penerapan akuntasi 
dalam pembiayaan mud{a>rabah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) Nomor 105.
15
 Sedangkan dalam penelitian yang akan 
dilakukan penulis mengangkat masalah mengenai mekanisme penetapan bagi 
hasil pada pembiayaan mud{a>rabah. 
G. Metode Penelitian 
Setiap penulisan karya ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan 
sistematis, maka harus menggunakan metode penelitian. Adapun metode 
penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini meliputi: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif lapangan (field research), yakni penelitian yang 
dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna 
memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan 
masalah yang di teliti.
16
  
 
 
                                                          
15
 Tofa Amar Bayyin, “ Analisis Penerapan PSAK No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan 
Mudharabah di BMT Tumang Boyolali”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Akuntansi Syariah 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017 ), hlm. 68. 
16
 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hal 63. 
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2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  
a. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di BMT Bani Adam Boyolali yang beralamatkan 
Jl. Kates Kalurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kota 
Kabupaten Boyolali. 
b. Waktu Penelitian 
Pada penelitian ini penulis memulai pengambilan data di BMT Bani 
Adam Boyolali pada Tanggal 2 Juni 2018 samapai tanggal 26 
November 2018.  
3. Sumber Data 
Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a) Data primer 
Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 
dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber 
informasi utama yang dicari.
17
 Data primer dalam penelitian ini 
tentang BMT Bani Adam Boyolali seperti: pernyataan pimpinan atau 
manager, karyawan atau pegawai, dan nasabah, data-data diperoleh 
dari hasil observasi, dan wawancara. 
b) Data sekunder  
Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain yaitu tidak 
langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.
18
 Dalam hal ini data 
sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai 
                                                          
17
 Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
18
 Ibid, hlm. 92. 
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penunjang bagi data primer, diantaranya buku-buku literatur dan 
media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas 
dalam skripsi ini, data sekunder diperoleh dengan mencari data 
mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, 
surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya ini 
digunakan untuk pelangkap data primer.
19
 Dalam data sekunder 
peneliti mendapatkan data dari formulir pembiayaan, brosur 
pembiayaan di BMT Bani Adam Boyolali, buku fiqh muamalah, dan 
fatwa DSN MUI No.15 Tahun 2000. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan 
beberapa metode yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar 
peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data 
yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 
a) Observasi (pengamatan) 
Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan 
suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 
proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 
diamati tidak terlalu besar.
20
 Metode ini dengan mengumpulkan data 
dari pengamatan dan pencatatan secara langsung pembiayaan 
                                                          
19
  Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2002), hlm.206. 
20
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.308. 
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mud}a>rabah yang dilakukan di BMT Bani Adam Kec. Boyolali Kota 
Kab. Boyolali.  
b) Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 
percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan itu.
21
 Wawancara ini dilakukan peneliti dengan 
pimpinan atau manajer, karyawan dan nasabah BMT Bani Adam 
Boyolali. 
c) Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang.
22
 Metode ini digunakan untuk 
memperoleh data tentang nasabah pembiayaan mud{a>rabah pada BMT 
Bani Adam Kec. Boyolali Kota Kab. Boyolali. Barang-barang yang 
dapat dijadikan dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, brosur 
tentang BMT Bani Adam Boyolali, Formulir pembiayaan akad 
mud{a>rabah dan dokumen perjanjian akad mud{a>rabah. 
5. Analisis Data 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan secara 
menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi, data yang akan 
                                                          
21
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2013), hlm.11. 
22
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.145. 
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dikumpulkan dalam metode ini adalah berupa kata-kata, gambar dilandasi 
dengan teori-teori yang mendukung analisis, kemudian dapat mengambil 
suatu kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.
23
 Setelah 
data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan cara berfikir deduktif 
yaitu dengan berfikir yang dimulai dengan kaidah yang bersifat khusus 
kemudian disusun rumusan masalah yang bersifat umum. 
H. Sistematika Penulisan 
Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi 
skripsi ini menjadi lima bagian yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V 
Untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini maka penulis menyajikan 
sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 
teori, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan. 
BAB II penulis menguraikan teori-teori tentang pengertian pembiayaan 
mud{a>rabah, jenis mud{a>rabah, tujuan pembiayaan mud{a>rabah, rukun 
pembiayaan mud{a>rabah, syarat-syarat sah pembiayaan mud{a>rabah, praktik 
pembiayaan mud{a>rabah, pengertian bagi hasil, jenis bagi hasil, konsep bagi 
hasil dan mekanisme penetapan bagi hasil, mekanisme bagi hasil pada akad 
pembiayaan mud{a>rabah ditinjau dari fatwa DSN MUI No15 Tahun 2000 
tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian...., hlm. 11. 
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BAB III penulis menerangkan gambaran umum objek penelitian yaitu 
profil BMT Bani Adam Boyolali, sejarah berdirinya BMT Bani Adam 
Boyolali, visi dan misi, tujuan, prinsip kerja BMT Bani Adam Boyolali, 
Struktur Organisasi, syarat-syarat menjadi anggota BMT Bani Adam Boyolali, 
produk-produk pembiayaan, prosedur dan mekanisme penentuan bagi hasil 
pada pembiayaan mud{a>rabah di BMT Bani Adam Boyolali. 
BAB IV penulis menguraikan tentang analisis mekanisme penetapan bagi 
hasil pembiayaan pada akad mud{a>rabah, dan kesesuaian prosedur penetapan 
harga pembiayaan akad mud{a>rabah di BMT Bani Adam Boyolali menurut 
Fatwa DSN MUI No 15 tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha 
Dalam Lembaga Keuangan Syariah. 
BAB V menguraikan kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan 
hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, tentu berdasarkan 
pengalaman yang penulis dapatkan di lapangan selama melakukan penelitian. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN MUD{A<RABAH  DAN MEKANISME 
PENETAPAN BAGI HASIL 
A. Konsep Pembiayaan 
1. Lembaga Pembiayaan 
Pemaparan terhadap pembiayaan akan dijelaskan terlebih dahulu 
dengan singkat yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan. Istilah 
lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris 
financing intitution. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih 
menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan 
dana atau barang modal dan tidak menarik dana secara langsung.
24
 
2. Unsur-Unsur Lembaga Pembiayaan 
Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga 
pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut.
25
 
a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan 
untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha 
lembaga pembiayaan. 
b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas 
dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang 
membutuhkan. 
c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu 
keperluan. 
                                                          
24
 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1. 
25
 Ibid, hlm.2. 
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d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan 
sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan 
sebagainya. 
e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya 
tidak mengambil uang secara langsung dalam giro, deposito, 
tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai 
sebagai jaminan utang kepada bank yang jadi kreditornya. 
f. Masyarakat, yaitu yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka 
anggap sama. 
3. Pengertian Pembiayaan 
Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah atau lembaga syariah 
lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena 
prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, 
dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang 
menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan (nisbah) bagi hasil yang 
telah diperjanjikan sebelumnya.
26
 Disebut dengan pembiayaan karena 
bank syariah maupun lembaga syariah menyediakan dana guna 
membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak 
memperolehnya. Pembiayaan ialah pendanaan atau pemberian modal 
yang diberikan oleh satu pihak kepada lain pihak yang telah dipercaya 
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 
sendiri maupun lembaga. 
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 Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajement Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 
hlm. 200. 
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Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 
Pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa: 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mud}a>rabah dan musya>rakah 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiya bittamlik 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 
istishna’ 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh 
e. Transasksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan 
UUS serta pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi 
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.27 
Dari uraian-uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pembiayaan bisa berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan 
uang misalnya bank atau lembaga pembiayaan membiayai pembelian 
mobil atau barang lainnya. Kemudian adanya kesepakatan antara pihak 
pemberi pembiayaan terhadap pihak penerimaan pembiayaan dengan 
perjanjian yang telah disepakati. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup 
hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta 
                                                          
27
 UU ini diakses pada 09 November 2018 dari http://www.dpr.go.id/id/undangundang/ 
2008/21/UU/-Perbankan-Syariah. 
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perolehan keuntungan yang telah ditetapkan bersama berdasarkan kedua 
belah pihak.  
4. Jenis-Jenis Pembiayaan 
Kegiatan pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana 
untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. 
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, 
yaitu: 
a. Pembiayaan Produktif 
Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor 
produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian 
barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk 
pemberdayaan sektor riil.
28
 
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi 
dalam hal berikut:
29
 
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan, diantaranya: 
a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah 
hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan 
kualitas atau mutu hasil produksi. 
b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of 
place dari suatu barang. 
                                                          
28
 M.Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Avabeta, 
2010), hlm. 43. 
29
 Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajement Bank Syariah, hlm. 201. 
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2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-
barang modal (capital goods) beserta fasilitas-fasilitas yang erat 
kaitannya dengan itu. 
b. Pembiayaan konsumtif 
Pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat 
konsumtif, seperti halnya pembiayaan untuk pembelian rumah, 
kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang 
sifatnya konsumtif. 
5. Prinsip Pembiayaan 
Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah ataupun lembaga 
syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada 
masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip sebagai 
berikut: 
a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli 
Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki 
barang, dimana keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi 
bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.
30
 Akad yang 
dipergunakan dalam produk jual beli ini antara lain: 
1) Murabahah 
Merupakan jual beli pada harga asal dengan tambahan 
keuntungan yang disepakati.
31
 
 
                                                          
30
 M.Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah, hlm. 43. 
31
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001 ), hlm. 101. 
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2) Salam 
Bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan 
penyerahan barang dikemudian hari (advanced payment atau 
forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, 
jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, 
serta disepakati sebelum dalam perjanjian.
32
 
3) Istishna’ 
Akad jual beli antara pemesan atau pembeli (mustashni‟) 
dengan produsen atau penjual (shani‟) dimana barang yang akan 
diperjualbelikan harus dibuat (manufactured) lebih dahulu 
dengan kriteria yang jelas.
33
 
b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa 
Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk 
mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan 
menjadi bagian harga atas barang atau barang yang disewa.
34
 Yang 
termasuk dalam kategori ini adalah ijarah dan ijarah muntahia bit 
tamlik (IMBT). 
c. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil 
Prinsip ini digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan 
untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk tersebut terdiri 
dari: 
                                                          
32
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm. 128. 
33
 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perencanaan Syariah di 
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91. 
34
 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, hlm. 48. 
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1) Musya>rakah 
Yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih 
untuk membangun suatu usaha dan dari masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan dan risiko akan ditanggung  bersama sesuai dengan 
kesepakatan.
35
 
2) Mud{a>rabah 
Adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak 
dimana pihak pertama (s}a>h}ibul m>al) menyediakan seluruh 
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
36
 
d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap 
Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan 
untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip-
prinsip di atas. Berikut akad pelengkap tersebut, yaitu: hawalah (alih 
hutang-piutang), rahn (gadai), qard (pinjaman uang), wakalah 
(perwakilan), kafalah (garansi bank) 
B. Konsep Mud}a>rabah 
1. Pengertian Mud}a>rabah 
Mud{a>rabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan 
ekonomi, yang biasa pula disebut qira>dh yang berarti al-qath’ 
(potongan), kata mud}a>rabah berasal dari akar kata dharaba pada kalimat 
al-dharb fi al-ardh yakni berpergian untuk urusan dagang, menurut 
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 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari‟ah Dari Teori ke Praktek, hlm. 90. 
36
 Dimyauddin Djuwari, Pengantar Fiqh Muamalah, hlm. 224 
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bahasa kata Abdurrahman al-Jaziri mud{a>rabah berarti ungkapan terhadap 
pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha 
dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, 
dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.
37
 
Wirdyaningsih mendefinisikan mud{a>rabah adalah akad antara 
pihak pemilik modal (s}a>h}ibul ma>l) dengan pengelola (mud}a>rib) untuk 
memperoleh pendapatan atau keuntungan.
38
 
Sri Nurhayati dan Wasilah mendefinisikan mud}a>rabah adalah akad 
kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk 
melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah atau bagi hasil 
menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian 
akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan 
(misconduct), kelalaian (negligence), atau pelanggaran (violation) oleh 
pengelola dana.
39
 
Slamet Wiyono mendefinisikan mud{a>rabah adalah akad kerjasama 
untuk usaha antara s}a>h}ibul ma>l (pemilik modal) dan mud}a>rib (pengelola 
dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha 
mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik 
dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh 
                                                          
37
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11. 
38
 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, ( jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2005), hlm. 105. 
39
 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 
2008), hlm. 112. 
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pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan 
dana.
40
 
Secara teknis, al-mud{a>rabah adalah akad kerja sama usaha antara 
dua pihak dimana pihak pertama (s}a>h}ibul ma>l) menyediakan seluruh 
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan 
usaha secara mud{a>rabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 
dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal 
selama kerugian itu bukan akibat kelalian si pengelola. Apabila terjadi 
sesuatu yaitu mengalami kerugian yang mana kerugian itu diakibatkan 
karena kecurangan ataupun kelalian dari pihak pengelola maka dari itu 
pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
41
 
Mud{a>rabah berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak 
lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan 
kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut 
bagian yang ditentukan, maka pihak yang menyediakan barang dagangan 
dan pihak yang menjalankan usaha tersebut bisa saja terdiri dari beberapa 
orang, misalnya modal bisa saja disediakan oleh beberapa orang dan 
usaha tersebut dijalankan beberapa orang lainnya, kemungkinan lainnya 
yaitu boleh juga modal berasal dari satu orang dan pihak yang 
memanfaatkannya beberapa orang atau beberapa orang menyatukan 
                                                          
40
 Slamet Wiyono. Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta: 
PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 122. 
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 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, hlm. 95. 
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modal mereka kemudian seseorang memanfaatkannya untuk 
menjalankan usaha, semua bentuk ini diperbolehkan.
42
 
Penerapan prinsip mud}a>rabah yaitu tenaga kerja dan pemilik modal 
bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Ini bukan 
semata-mata mitra usaha dalam arti modern. Ia mempunyai kelebihan 
karena islam telah memberikan kode etik ekonomi yang menggabungkan 
nilai material dan spiritual untuk jalan sistem ekonominya.
43
 
Dari beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa mud}a>rabah adalah kerjasama antara kedua belah pihak yang 
memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak 
penyedia modal disebut s}a>h}ibul ma>l dan pihak pengusaha yang usahanya 
dibiayai disebut dengan mud}a>rib. Dengan demikian, pembiayaan 
mud}a>rabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga syariah 
seperti BMT. 
Dari pembiayaan ini BMT sebagai pemilik modal membiayai 
pembiayaan sebesar 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan anggota 
bertindak sebagai mud}a>rib. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian 
dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan 
antara kedua belah pihak yaitu pihak BMT dengan pihak pengusaha. 
Pada sisi penghimpunan dana al-mud}a>rabah diterapkan pada: 
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a. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 
dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan 
itu. 
b. Deposito (tabungan berjangka), yaitu simpanan yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 
Nasabah penyimpanan dengan bank. Misalnya tabungan haji, 
tabungan qurban, dan lain sebagainya. 
c. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 
dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 
lainnya atau dengan pemindahbukuan. 
Adapun pada sisi pembiayaan, mud}a>rabah diterapkan untuk: 
a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 
b. Investasi khusus, disebut juga mud}a>rabah muqayyadah, dimana 
sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-
syarat yang telah ditetapkan oleh s}a>h}ibul ma>l. 
2. Dasar Hukum Mud}a>rabah 
Secara khusus transaksi mud}a>rabah tidak pernah secara langsung 
dibahas dalam Al-Qur’an maupun hadits Rasulullah SAW. Namun dalam 
Al-Qur’an dan hadits terdapat penjelasan tentang jual beli secara umum, 
laba-rugi, perdagangan serta jual beli secara angsur yang lazim 
dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Para 
ulama’ sepakat bahwa mud}a>rabah diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, 
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Sunah dan Ijma’. Landasan hukum mudarabah antara lain ayat 20 surat 
al-muzammil;
44
 
a. Al-Qur’an 
Q.S. Al-Muzammil: 20 
 ... ِوَّللا ِلْضَف نِم َفوُغَػتْبَػي ِضْرَْلأا فِ َفُوِبرْضَي َفكُرَخآَك...ٕٓ 
Artinya: “... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 
sebagian karunia Allah SWT... ”(QS. Al-Muzammil Ayat 20) 
 
Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad mud}a>rabah 
dalam ayat ini adalah kata „yadhribun‟ yang sama dengan akar kata 
mud}a>rabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. 
3. Macam-Macam Mud}a>rabah  
Secara umum, mud}a>rabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu 
mud}a>rabah muthlaqoh dan mud}a>rabah muqayyadah: 45  
a. Mud}a>rabah Muthlaqah 
Pemilik dana (s}a>h}ibul ma>l) memberikan keleluasaan penuh 
kepada pengelola (mud}a>rib) dalam menentukan jenis usaha maupun 
pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentutan syariah. 
b. Mud}a>rabah Muqayyadah 
Yaitu transasksi mud}a>rabah ketika Pemilik dana memberikan 
batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan 
jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi 
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usaha. Dalam skim ini mud}a>rib tidak diperkenankan untuk 
mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan 
mud}a>rabah muqayyadah antara lain digunakan untuk investasi 
khusus dan reksadana. 
4. Rukun dan Syarat Mud}a>rabah 
Menurut Dumairi dkk, membagi rukun mud}a>rabah menjadi enam 
dan syarat mud}a>rabah menjadi tiga. Adapun rukun mud}a>rabah adalah 
sebagai berikut
46
: 
a. Malik / s}a>h}ibul ma>l (pemilik modal) 
b. Amil / mud}a>rib (pengelola) 
c. Mal (harta pokok, modal, atau dana) 
d. Amal (usaha) 
e. Ribh} (laba/keuntungan) 
f. Shighat „Ijab Qabul (ucapan serah terima) 
Menurut Ulama Syafi’yah rukun-rukun mud}a>rabah ada 6 yaitu: 
a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 
b. Orang yang bekerja yaitu mengelola barang yang diterima dari 
pemilik barang. 
c. Aqad mud}a>rabah, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang. 
d. Mal, yaitu harta pokok atau midal 
e. Amal, yaitu pekerja pengelola harta sehingga menghasilkan laba. 
f. Keuntungan. 
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Menururt Sayyid Sabiq rukun mud}a>rabah adalah ijab dan qobul 
yang keluar dari orang yang memiliki keahlian
47
. 
Syarat-syarat sah mud}a>rabah berhubungan dengan rukun-rukun 
mud}a>rabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mud}a>rabah adalah sebagai 
berikut:
48
 
a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. 
Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mas 
hiasan atau barang dagangan lainnya, mud}a>rabah tersebut batal. 
b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan 
tash}arruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang 
gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. 
c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara 
modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari 
perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 
d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal 
harus jelas persentasenya, umpanya setengah, sepertiga, atau 
seperempat. 
e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini 
kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan 
kabul dari pengelola. 
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f. Mud}a>rabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola 
harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-
barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain 
tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari 
tujuan akad mud}a>rabah yaitu keuntungan. Bila dalam mud}a>rabah ada 
persyaratan-persyaratan, maka mud}a>rabah tersebut menjadi rusak 
(fasid) menurut pendapat al-Syafi’i dan malik. Sedangkan menurut 
Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mud}a>rabah tersebut sah. 
5. Ketentuan pembiayaan mud}a>rabah 
Sedangkan landasan hukum pembiayaan mud}a>rabah terdapat dalam 
Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mud}a>rabah 
(Qiradh). Dalam diktum pertama tentang ketentuan pembiayaan 
menyebutkan sebagai berikut:
49
 
a. Pembiayaan mud}a>rabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 
lembaga keuangan lembaga syariah kepada pihak lain untuk suatu 
usaha yang produktif. 
b. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai s}a>h}ibul 
ma>l (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek 
(usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai mud}a>rib 
atau pengelola usaha. 
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c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 
(lembaga keuntungan syariah dengan pengusaha). 
d. Mud}a>rib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan 
syariah tidak ikut serta dalam management perusahaan atau proyek, 
tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan 
pengawasan. 
e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 
bentuk tunai dan bukan piutang. 
f. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung 
semua kerugian akibat dari mud}a>rabah kecuali mud}a>rib (anggota) 
melakukan kesalahan yang disengaja, lalu menyalahi perjanjian. 
g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mud}a>rabah tidak ada jaminan, 
namun agar mud}a>rib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 
meminta jaminan dari mud}a>rib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya 
dapat dicairkan apabila mud}a>rib terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 
h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan 
fatwa DSN. 
i. Biaya operasional dibebankan kepada mud}a>rib. 
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j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 
melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mud}a>rib berhak 
mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 
6. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Mud}a>rabah 
Secara umum dapat penulis simpulkan bahwa tujuan pembiayaan 
mud}a>rabah terbagi menjadi dua, yaitu tujuan untuk tingkat ekonomi 
makro dan mikro. Tujuan pembiayaan mud}a>rabah untuk tingkat makro 
diantaranya, paningkatan ekonomi umat, tersedianya dana untuk 
peningkatan usaha, peningkatan produkfitas, pembukaan lapangan kerja 
baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Sedangkan tujuan ditataran 
ekonomi mikro antara lain, maksimalisasi laba, minimalisasi resiko, 
pendayagunaan sumber daya ekonomi yang merupakan mixing antara 
sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya modal, dan 
terakhir adalah untuk menyalurkan kelebihan dana. 
Adapun fungsi pembiayaan mud}a>rabah antara lain adalah 
meningkatkan daya guna uang dan barang, meningkatkan peredaran 
uang, menimbulkan kegairahan usaha, meningkatkan stabilitas ekonomi 
dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 
Dari beberapa tujuan dan fungsi pembiayaan mud}a>rabah seperti 
yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan 
dan fungsi pembiayaan mud}a>rabah adalah untuk mengembangkan 
potensi masing-masing, yakni potensi pemilik modal yang tidak memiliki 
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keahlian usaha dengan pemilik proyek yang tidak memiliki modal untuk 
sama-sama mendapatkan keuntungan. 
7. Mekanisme Mud}a>rabah 
Gambar 2.1 
Skema Akad Mud}a>rabah50 
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Keterangan: 
a) Pemodal atau s}a>h}ibul ma>l dan pengusaha atau mud}a>rib 
melakukan proses yang nantinya terjadinya akad mud}a>rabah, 
termasuk proses penentuan bagi hasil yang mereka sepakati. 
b) Setelah terjadinya kesepakatan bagi hasil, pemodal atau s}a>h}ibul 
ma>l memberikan kepercayaannya kepada pengusaha atau 
mud}a>rib berupa modal usaha 100% kepada mud}a>rib, sedangkan 
mud}o>rib mengelolanya dengan skil yang dimilikinya.  
c) Mud}a>rib mendirikan usaha dengan modal dari s}a>h}ibul ma>l 
tersebut. 
d) Setelah berjalannya usaha tersebut, maka dari usaha tersebut 
terdapat keuntungan, dan keuntungan tersebut dibagi. 
Pembagian keuntungan itu disesuaikan dengan kesepakatan bagi 
hasil di awal perjanjian, berapa persen diberikan kepada s}a>h}ibul 
ma>l dan berapa persen untuk mud}a>rib atau pengelola usaha 
tersebut. 
e) Dan modal yang diberikan oleh s}a>hibul ma>l tersebut akan 
kembali di setiap bulannya, dan kembalinya modal ini 
tergantung dari kebijakan masing masing lembaga. 
8. Kedudukan Mud}a>rabah 
Hukum mud}a>rabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-
perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam 
mud}a>rabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola 
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modal perdangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka 
pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam 
pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai wikalah‟alaih 
(objek wakalah).
51
 
Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di 
bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, 
sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila 
harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib 
menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia 
wajib menanggungnya. 
Ditinjau dari segi akad, mud}a>rabah terdiri atas dua pihak. Bila ada 
keuntungan dalam pengelolaan usaha, maka laba itu dibagi dua dengan 
persentase yang telah disepakati.  
9. Biaya pengelolaan mud}a>rabah 
 Biaya bagi mud}a>rib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal 
di lingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan 
perjalanan untuk kepentingan mud}a>rabah. Bila biaya (modal) tidak akan 
memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut 
sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan. 
Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk 
membelanjakan modal mud}a>rabah guna keperluan dirinya ditengah 
perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, 
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maka ia boleh menggunakan modal mud}a>rabah. Imam Malik 
berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, 
apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan 
mendatangkan keuntungan-keuntungan. 
Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan mud}a>rabah pada 
dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah 
biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya 
atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik, menggunakan 
modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan 
memperoleh keuntungan berikutnya.
52
 
10. Tindakan Setelah Matinya Pemilik Modal 
Jika pemilik modal meninggal dunia, mud}a>rabah menjadi fasakh. 
Bila mud}a>rabah telah fasakh pengelola modal tidak berhak mengelola 
modal mud}a>rabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal 
telah meninggal dan tanpa izin para ahli warisnya, maka perbuatan 
seperti ini dianggap sebagai ghasab. Ia wajib menjamin 
(mengembalikannya), kemungkinan jika modal itu menguntungkan, 
keuntungan dibagi dua. 
Jika mud}a>rabah telah fasakh (batal), sedangkan modal berbentuk 
„urud (barang dagangan), pemilik modal dan pengelola modal menjual 
atau membaginya karena yang demikian itu adalah hak berdua. Jika 
pelaksana (pengelola modal) setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik 
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modal tidak setuju, pemilik modal dipaksa menjualnya, karena pengelola 
mempunyai hak dalam keuntungan dan tidak dapat diperoleh kecuali 
dengan menjualnya, demikian pendapat Madzhab Syafi’i dan Hambali.53 
11. Pembatalan Mud}a>rabah 
Mud}a>rabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai 
berikut:
54
 
a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mud}a>rabah. Jika 
salah satu syarat mud}a>rabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah 
dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola 
mendapatkan sebgaian keuntungannya sebagai upah, karena 
tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak 
menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut 
menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah 
sebagai buyoruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak 
bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya. 
b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 
modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan 
dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal 
bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab 
kerugian. 
c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mud}a>rabah 
menjadi batal. 
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C. Konsep Bagi Hasil 
1. Pengertian Bagi Hasil 
Bagi hasil berarti pembagian laba, namun secara istilah bagi hasil 
merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu 
perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba 
akhir tahun, bonus prestasi, dll. Dalam mekanisme keuangan syariah 
model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana 
(funding) maupun pelemparan dana atau pembiayaan (finaning), terutama 
yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. 
Didalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah s}a>h}ibul ma>l 
merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga 
keuangan syariah (bank dan BMT) untuk dikelola sesuai dengan 
perjanjian. Sedangkan mud}a>rib merupakan kelompok orang atau badan 
yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.
55
 
Bagi untung proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum 
memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, 
jadi pembagian pendapatan tersebut dibagi pada waktu kotor belum di 
kurangi oleh biaya yang lainnya, dan jika terjadi kerugian maka kedua 
belah pihak menanggung atas kerugian tersebut.
56
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Bagi hasil perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih 
dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang 
dikeluarkan untuk memperolah pendapatan tersebut.
57
  
Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan 
secara transparan dan adil secara transparan dan adil. Karena untuk 
mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat 
dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang 
terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, 
maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam 
kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan. Untuk menentukan 
tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau 
setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan 
usaha. Berapa pun  tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian 
didistribusikan kepada para anggota. Oleh karenanya, anggota perlu 
mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk. Nisbah merupakan 
proporsi pembagian hasil, begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil, 
debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui 
nilai bagi hasilnya.
58
 
Dalam penentuannya, nisbah ditetapkan dalam akad atau perjanjian, 
yaitu sebelum akad ditandatangani dan dalam  penentuan bagi hasil 
anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya 
berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan 
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dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak 
bank. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. 
Atas dasar laporan dari anggotalah, manajemen BMT akan membuat 
perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut. Dengan 
demikian, model bagi hasil ini tidak mengenal istilah beban pasti (Fixed 
Cost). Karena nilai bagi hasil akan didapat setelah terjadi pembukuan 
usaha. Bagi lembaga keuangan syariah, tidak akan terjadi negatif spread 
sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional. Karena bagi hasil 
dana akan dibayar setelah para debitor membayar bagi hasil pula. Dan bagi 
debitor tidak akan menjual barangnya dengan harga yang tinggi, karena 
bagi hasil tidak mungkin di hitung sebagai bagian dari biaya produksi. 
Bagi hasil baru akan dibayar setelah terjadi penjualan, itupun 
kemungkinannya dapat saja tidak memberi bagi hasil karena memang 
usahanya merugi.
59
  
Dari mekanisme tersebut, sistem bagi hasil lebih kompetitif. 
Konsumen tetap akan mendapatkan harga jual produk dengan harga yang 
wajar,  meskipun situasinya krisis. Karena harga jual tidak terpengaruh 
dengan tingkat bagi hasil. Pada saat ekonomi booming atau menaik, 
BMT akan ikut menikmati keadaan ini. Karena bagi hasil yang dibayar 
sangat berkaitan dengan pendapatan debitur. Selanjutnya para pemilik 
dana (s}a>h}ibul ma>l) akan mendapatkan nilai bagi hasil yang meningkat 
                                                          
59
 Ibid, hlm. 121. 
42 
 
 
 
pula. Itulah sebabnya, dalam sistem bagi hasil hubungan antara s}a>hibul 
ma>l dan mud}a>rib sangat erat. 
2. Dasar Hukum Bagi Hasil 
Dengan adanya bagi hasil maka dapat meningkatkan kesejahteraan 
dan mencegah kesengsaraan sosial. Dapat dibuktikan dalam : 
QS. Ali- Imran Ayat 103. 
 ْمُكْيَلَع ِوّللا َةَمِْعن ْاكُرُْكذاَك ْاوُقَّرَفَػت َلاَك اًعي َِجَ ِوّللا ِلْبَِبِ ْاوُمِصَتْعاَك...ٖٔٓ 
Artinnya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 
Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat 
Allah kepadamu...”(QS. Ali-Imran Ayat 103) 
QS. At- Taubah Ayat 71. 
 ِرَكنُمْلا ِنَع َفْوَه ْػنَػيَك ِؼكُرْعَمْلِاب َفكُرُمَْأي ٍضْعَػب ءاَِيلَْكأ ْمُهُضْعَػب ُتاَنِمْؤُمْلاَك َفوُنِمْؤُمْلاَك
 َوّللا َّفِإ ُوّللا ُمُهَُحَْرَػيَس َكِئَػلُْكأ ُوَلوُسَرَك َوّللا َفوُعيُِطيَك َةاَكَّزلا َفُوتْؤُػيَك َةَلاَّصلا َفوُميُِقيَك  ٌزِيزَع
 ِكَح ٌمي1ٔ 
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang 
lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 
munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada 
Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-
Taubah Ayat 71) 
Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan 
kebersamaan. Fungsi-fungsi diatas menunjukkan bahwa melalui bagi 
hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. 
Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam 
pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk 
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memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan 
negara dan kesejahteraan rakyat.
60
 
3. Mekanisme Pembagian Hasil 
Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar 
keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang 
melakukan perjanjian mud}a>rabah. Persentase keuntungan yang ada 
dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata 
atau tidak dibagi rata. Hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang 
sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang 
diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa 
pembagian itu dikembalikan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan 
serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak mana pun. 
Hal lain yang perlu diketahui ialah bahwa mud}a>rabah bisa menjadi 
batal oleh sesuatu sebab tertentu. Penyebab batalnya mud}a>rabah yaitu:61 
a. Menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad 
Seperti ditentukan bahwa usaha yang akan dilakukan adalah 
berdagang alat-alat rumah tangga maka pihak pemberi modal bisa 
membatalkan mud}a>rabah itu kalau pelaksana tidak memenuhi 
perjanjian yang disepakati sebelumnya. 
b. Pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal 
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 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, 
(Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 20.  
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 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, hlm. 16. 
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Seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi pelaksana modal 
yang melalikan tugasnya itu pemilik modal berhak menuntut ganti 
rugi bila ra‟s al-mal berkurang jumlahnya. 
c. Karena pelanggaran terhadap persentase pembagian keuntungan oleh 
salah satu pihak. 
d. Karena wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian 
mud}a>rabah itu. 
Disamping beberapa faktor yang disebutkan diatas, mud}a>rabah bisa 
pula dibatalkan kalau sekiranya pihak pelaksana usaha me-mud}a>rabah-
kan pula modal yang diberikan itu kepada pihak lain. Dalam ketentuan 
agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh 
dipindahtangankan kepada orang lain, sebab modal yang diberikan itu 
bukanlah harta milik pelaksana usaha. Kalau hal itu terjadi, maka 
mud}a>rabah pertama menjadi batal serta pelaksana usaha berkewajiban 
mengembalikan modal kepada pemiliknya. 
4. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil 
a. Faktor Langsung 
Diantara faktor-faktor langsung (direct factors) yang 
mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah 
dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).
62
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1) Investment rate merupakan persentase aktual dana yang 
diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment 
rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana 
dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 
2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan 
jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk 
diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan 
menggunakan salah satu metode: 
a) Rata-rata saldo minimum bulanan. 
b) Rata-rata total saldo harian. 
Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia 
untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang 
digunakan. 
3) Nisbah 
a) Salah satu ciri mud}a>rabah adalah nisbah yang harus 
ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. 
b) Nisbah antara satu bank dengan bank yang lainnya dapat 
berbeda. 
c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu 
bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 
bulan. 
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d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan 
account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh 
temponya. 
b. Faktor tidak langsung 
1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mud}a>rabah:63 
a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan 
biaya (profit and sharing). Pendapatan yang 
“dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima 
dikurangi biaya-biaya. 
b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut 
revenue sharing. 
2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) 
Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh 
berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan 
dengan pengakuan pendapatan dan biaya. 
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BAB III 
MEKANISME PENETAPAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN 
MUDARABAH DI BMT BANI ADAM BOYOLALI 
A. Gambaran Umum BMT Bani Adam Boyolali 
1. Profil KSPPS BMT Bani Adam Boyolali 
KSPPS BMT Bani Adam berada di Jl. Kates No.7 Surodadi Rt01 
Rw14 Kalurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kota Kabupaten 
Boyolali. Letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan sekolahan, 
ruko fotokopi, ruko pendaftaran umroh dan juga banyak masyarakat yang 
sudah mengetahui KSPPS BMT Bani Adam karena nama KSPPS tersebut 
menggunakan nama yayasan yang terbilang besar di Boyolali yaitu 
Yayasan Bani Adam Boyolali dan juga tempat KSPPS Bani Adam 
Boyolali mudah di jangkau yaitu dari arah alun-alun Boyolali ke barat 
kira-kira 2,5km, kemudian ke selatan 1km, kemudian kantor KSPPS BMT 
Bani Adam berada di kiri jalan depan SMA N 1 Boyolali. 
2. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT BANI ADAM 
Pada 18 april 2015 jam 16.00 s/d jam 18.00 WIB telah dilaksanakan 
Rapat Pendirian KJKS BMT BANI ADAM yang dihadiri oleh 40 orang 
dan bertempat di rumah Bp. Drs. H Matyoto Fahruri (Jl. Kates No 3 
Boyolali). kemudian pada tanggal 21 april 2015 KJKS BMT BANI 
ADAM launching sebagai lembaga keuangan syariah. Kantor BMT BANI 
ADAM berada di jalan Kates No 7 Siswodipuran Boyolali. Berbadan 
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hukum BH.994/BH/XIV.5/IV/2016 Tgl. 7 April 2016. Rekomendasi 
legalitas notaris adalah Notaris Wiyanto, SH.
64
 
Rencana awal kegiatan KSPPS BMT BANI ADAM jenis usahanya 
terbagi menjadi 2 yakni simpanan dan pinjaman kemudian sumber 
permodalannya dari putra sebanyak 26 orang dan putri sebanyak 14 orang. 
Modal usaha yang tersedia simpanan wajib: Rp.200.000 lalu simpanan 
pokok sebanyak Rp.400.000, simpanan penyertaan Rp.120.000.000 
sehingga jumlahnya Rp.120.600.000. sumber perkiraan hitungan SHU 
pendapatan dari hasil pembiayaan Rp.15.000.000, pendapatan simpanan 
Rp.1.000.000, penerimaan angsuran Rp.1.000.000, pendapatan bagi hasil 
Rp.17.000.000 sehingga total pembiayaan Rp.34.000.000 lalu biaya 
operasional Rp.12.000.000. SHU 1 tahun Rp.12.000.000.  
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3. Struktur Organisasi KSPPS BMT BANI ADAM 
Gambar 3.1 
Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BMT Bani Adam Boyolali (November, 2018) 
PENGURUS 
BENDAHARA 
Ody Dasa  Fitranto 
KETUA 
SRIYONO 
SEKRETARIS 
Muchamad Na`man 
PENGAWAS 
SYARIAH 
KETUA 
Drs. Matyoto F 
Anggota 
H. M Sholikin 
Anggota 
H. Ridwan 
PENGAWAS MANAJEMEN 
KETUA 
Muhammad  Yaenuri 
ANGGOTA 
Dwi Purnomo 
KARYAWAN 
Manager : Kristiantoro 
Staf adms & Kasir: 
Pifit Sulistyowati 
Staff PDL/ Marketing: 
Safarudin 
Staff PDL/ Marketing: 
Qusnul  Qotimah 
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4. Tugas dan Fungsi Organisasi di KSPPS BMT BANI ADAM 
a. Manager         
Di KSPPS BMT Bani Adam manager bertugas sebagai penanggung 
jawab operasional, memantau kantor, mengkoordinator pegawai 
dibawahnya. Kemudian memecahkan masalah serta. Di samping itu 
mengapresiasikan dan mengaktualisasikan rencana pencapaian target pada 
setiap bulannya.  
b. Teller 
1) Fungsi utama teller yaitu melaksanakan segala transaksi yang 
sifatnya tunai. 
2) Terselesaikannya laporan kas harian 
a) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan 
batas kewenangan. 
b) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf 
maupun validasi. 
c) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan 
memberikan nomor bukti. 
d) Membuat rekapitulasi trsansaksi masuk dan keluar dan 
meminta validasi dari pihak yang berwenang. 
e) Melakukan cross check antara rekapitulasi kas dengan mutasi 
vault dan neraca. 
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3) Terjaganya keamanan kas 
a) Melakukan penghitungan kas pada pagi dan sore hari saat 
akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus 
disaksikan oleh petugas yang berwenang. 
4) Tersedianya cash flow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi 
5) Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi di 
KSPPS BMT Bani Adam Boyolali. 
6) Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada. 
7) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan 
atau atas persetujuan pihak yang berwenang. 
8) Menolak pengeluaran kas apabila  tidak ada bukti-bukti 
pendukung yang kuat. 
9) Mengetahui kode brankas tetapi tidak memegang kuncinya 
ataupun sebaliknya, bila sudah ada. 
10) Meminta pertanggungjawaban keuangan kas kecil jika batas 
waktu pertanggungjawaban telah tiba. 
11) Membuat/ mencetak buku simpanan. 
12) Membuat/ mencetak warkat simpanan berjangka. 
13) Tugasnya yaitu Memberikan pelayanan prima kepada mitra 
sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana) lending 
(penyaluran dana) yang dimiliki oleh KSPPS Bani Adam. 
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14) Memberikan pelayanan kepada anggota/calon anggota terhadap 
pembukuan dan penutupan atau pelunasan rekening simpanan dan 
pembiayaan serta mutasinya. 
15) Memberikan informasi penjelasan kepada anggota mengenai 
produk-produk KSPPS Bani Adam. 
16) Melakukan pengarsipan data anggota. 
17) Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat. 
18) Melakukan pemindah bukuan untuk kasus-kasus tertentu yang 
telah ada kebijakannya. 
c. Marketing 
1) Tugas utama marketing, yaitu Menerapkan strategi dan pola 
tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat. 
2) Memastikan target funding tercapai sesuai rencana. 
3) Membuka hubungan dengan pihak/lembaga luar dalam rangka 
funding. 
4) Tersosialisasinya produk-produk funding di KSPPS BMT Bani 
Adam kepada masyarakat dan pihak luar lainnya. 
5) Melakukan funding sesuai dengan tugas/target yang diberikan. 
6) Mengevaluasi target penghimpunan dana (funding). 
5. Visi dan Misi KSPPS BMT BANI ADAM 
Visi : Mewujudkan BMT Bani Adam sebagai lembaga keuangan mikro 
syariah yang profesional, bersahabat dalam menumbuhkembangkan 
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produktivitas usaha anggota dan dapat meningkatkan kualitas anggota 
dalam segala aspek kehidupan. 
Misi : 
a. Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, 
amanah, dan sejahtera. 
b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang tangguh, profesional 
dan berdaya saing tinggi. 
c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung 
operasional BMT.
65
 
6. Tujuan KSPPS BMT BANI ADAM  
a. Mendorong kehidupan ekonomi dalam kegiatan usaha mikro, kecil, 
dan menengah khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya. 
b. Berperan secara aktif dalam pemberdayaan ekonomi melalui sistem 
ekonomi syariah. 
c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam 
kegiatan koperasi umumnya dan ekonomi syariah pada khususnya. 
7. Produk  KSPPS BMT BANI ADAM 
Dalam menjalankan kegiatan operasional KSPPS BMT Bani Adam 
terutama dalam penyaluran pinjaman dilaksanakan secara terstruktur baik 
dari aspek produk sampai dengan permodalan, pencairan, dan monitoring. 
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Ada beberapa produk dan jasa yang ada di KSPPS  BMT Bani Adam 
antara lain:
66
 
a. Simpanan Sukarela (SI SUKA): 
Memberikan kemudahan dalam hal menabung dan mengambil, 
disediakan layanan ambil dan antar dalam melayani kebutuhan 
tabungan disertai dengan bagi hasil yang menarik dan tidak ada 
potongan biaya apapun. 
Manfaat dan Ketentuan: 
1) Aman dan Insyaallah barakah 
2) Bonus yang kompetitif 
3) Mudah dalam aplikasi dan transaksi 
4) Bisa antar jemput 
5) Mudah dalam menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah. 
6) Menggunakan akad Wadi‟ah Yad Dhamanah/Titipan. 
7) Minimal setoran awal Rp. 0 
8) Minimal setoran berikutnya Rp. 0 
9) Saldo minimal Rp. 0 
10) Biaya tutup rekening Rp.0 
11) Simpanan Pokok Rp.10.000,- 
12) Simpanan Wajib Rp.5000,- 
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b. Simpanan Berjangka  3, 6, 12, 24 Bulan 
Memberikan rasa aman dan bagi hasil yang lebih kompetitif 
serta dijamin keamananya, karena menggunakan sistem lembaga 
keuangan syariah. 
Manfaat dan Ketentuan: 
Aman dan dikelola dengan prinsip syari’ah  
1) Bagi hasil yang kompetitif 
2) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan 
3) Fasilitas ARO Automatic Roll Over atau perpanjangan otomatis 
4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mud}a>rabah Mutlaqah / 
bagi hasil 
5) Jangka waktu 3, 6,12, 24 bulan 
6) Setoran investasi minimal Rp. 1.000.000,- 
7) Dapat dicairkan pada saat jatuh tempo 
8) Bebas biaya materai 
c. SIMPANAN Kebutuhan Hari Raya (SI KAYA) 
Dengan memberikan simpanan sebesar Rp.100.000 setiap 
bulannya kebutuhan hari raya akan tercukupi, simpanan akan 
diberikan sepenuhnya ditambah bonus paket sembako yang sangat 
menarik dan mencukupi kebutuhan hari raya. 
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d. SIMPANAN Idul Qurban (SI Dul Qurban) : 
Simpanan Qurban, yaitu simpanan yang membantu dalam 
merencanakan ibadah idul qurban, simpanan ini hanya dapat diambil 
pada saat akan melakukan ibadah qurban.  
e. Layanan Piutang atau Pembiayaan 
1) Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil 
a) Mud}a>rabah Pembiayaan yang diberikan kepada anggota 
KSPPS BMT Bani Adam Boyolali dengan menggunakan 
akad kerjasama antara KSPPS BMT Bani Adam Boyolali 
dengan anggota untuk  suatu usaha tertentu yang tidak 
melanggar syariat islam, dimana KSPPS BMT Bani Adam 
Boyolali sebagai penyedia dana seluruhnya/100% (S}a>h}ibul 
Ma>l) dengan anggota sebagai pelaku usaha (Mud}a>rib). 
Keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak dengan 
perbandingan (nisbah) bagi hasil yang telah disepakati pada 
awal perjanjian. 
2) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli 
a) Murabahah Adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli 
antara KSPPS BMT Bani Adam Boyolali dengan anggota 
atas barang tertentu yang tidak melanggar syariat islam. 
KSPPS BMT Bani Adam Boyolali selaku penyedia barang 
dan anggota sebagai pemesan / pembeli barang. Dalam 
transaksi murabahah, KSPPS BMT Bani Adam Boyolali 
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(penjual) menyebutkan dengan jelas barang yang 
diperjualbelikan termasuk harga pokok beli dan keuntungan 
yang diambil, tempo dan ketentuan-ketentuan lain yang 
tertuang dalam perjanjian. 
3) Syarat pengajuan pembiayaan:67 
a) Foto Copy KTP suami istri 
b) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atau Buku Nikah 
c) Foto Copy Jaminan 
d) Persyaratan lainnya jika dibutuhkan. 
8. Prinsip-prinsip Operasional KSPPS BANI ADAM   
a. Penumbuhan 
1) Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh 
masyarakat, orang berada (aghnia) dan Kelompok Usaha 
Muamalah (POKUSMA) yang ada di daerah tersebut. 
2) Modal awal dikumpulkan dari para pendiri dan POKUSMA 
dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus. 
3) Jumlah pendiri minimum 20 orang. 
4) Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga KSPPS BMT 
Bani Adam tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka 
panjang. 
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5) KSPPS BMT Bani Adam adalah lembaga bisnis, membuat 
keuntungan, tetapi juga memiliki komitment yang kuat untuk 
membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan. 
b.  Profesionalitas 
1) Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, pendidikan S-1 
minimum D-3, mendapat pelatihan pengelolaan BMT oleh 
PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) 2 minggu, 
memiliki komitmen kerja penuh waktu, penuh hati dan 
perasaannya untuk mengembangkan bisnis dan lembaga BMT. 
2) Menjemput bola, aktif  membaur di masyarakat, 
3) Pengelola profesional berlandaskan sifat-sifat: amanah, siddiq, 
tabligh, fathonah, shabar dan istiqomah 
4) Berlandaskan sistem dan prosedur: SOP (Standar Operasional 
Prosedur), Sistem Akuntansi yang memadai. 
5) Bersedia mengikat kerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi 
Bisnis Usaha Kecil) untuk menerima dan membayar (secara 
cicilan) 
6) Jasa manajemen dan teknologi informasi (termasuk on-line 
system). 
7) Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif. 
8) Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan. 
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c. Prinsip Islamiyah 
1) Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salaam: keselamatan 
berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan 
ekonomi masyarakat banyak; 
2) Akad yang jelas, 
3) Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya 
yang tegas/lugas 
4) Berpihak pada yang lemah, 
5) Program Pengajian/Penguatan Ruhiyah yang teratur dan berkala 
secara berkelanjutan sebagai bagian dari program tazkiah Da’i Fi-
ah Qaliilah (DFQ). 
9. Syarat Menjadi Anggota BMT Bani Adam 
 Adapun syarat yang harus dilengkapi untuk menjadi anggota 
KSPPS BMT Bani Adam Boyolali adalah sebagai berikut:
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a. Menyerahkan Fotocopy KTP 
b. Mengisi formulir yang telah disediakan BMT Bani Adam Boyolali 
c. Memberikan setoran simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- dan 
memberikan simpanan wajib anggota sebesar Rp. 5.000,-  
d. Mentaati peraturan yang berlaku di BMT Bani Adam Boyolali. 
 
 
 
                                                          
68
 Pipit Sulistyowati, Staff Bagian Administrasi dan Kasir BMT Bani Adam Boyolali, 
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B. Prosedur Pelaksana Pembiayaan Mud}a>rabah di BMT Bani Adam Boyolali 
Prosedur adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang diatur secara 
berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebelum melakukan pembiayaan calon 
anggota harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
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1. Anggota yang akan mengajukan pembiayaan mud}a>rabah datang sendiri ke 
BMT Bani Adam Boyolali dengan membawa fotocopy KTP dan fotocopy 
Jaminan. 
2. Penggunaan pembiayaan harus jelas untuk modal usaha. 
3. Apabila pembiayaan yang dilakukan oleh anggota disetujui oleh pihak 
BMT Bani Adam Boyolali, maka dilakukanlah pemberian modal usaha. 
4. Anggota membayar angsuran serta bagi hasil dengan ketentuan yang telah 
disepakati. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan kepada pegawai BMT 
Bani Adam Boyolali prosedur pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Bani 
Adam Boyolali adalah sebagai berikut:
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1. Mendaftarkan diri menjadi anggota 
 Calon anggota datang langsung ke BMT Bani Adam Boyolali dan 
mendaftarkan diri sebagai anggota, dengan persyaratan sebagai berikut: 
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a. Menyerahkan Fotocopy KTP suami istri yang berlaku sebanyak 3 
lembar, jika belum menikah maka cukup fotocopy KTP pribadi yang 
masih berlaku sebanyak 3 lembar. 
b. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 3 lembar. 
c. Fotocopy Surat Nikah, jika sudah menikah. 
d. Fotocopy Agunan atau surat berharga lainnya, seperti: 
1) BPKB + STNK 
2) Sertifikat Tanah + Surat Pajak 
e. BPKB dimasukkan stopmap warna kuning sedangkan Sertifikat 
dimasukkan kedalam stopmap warna biru. 
2. Mengajukan permohonan pembiayaan mud}a>rabah 
Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan mud}a>rabah 
yang di sediakan oleh BMT Bani Adam Boyolali, dalamnya mencakup: 
a. Data pemohon 
b. Rencana penggunaan dana pembiayaan 
c. Data keuangan  
d. Data usaha  
3. Survey  
Survey dilakukan dengan mengunjungi rumah anggota untuk di 
wawancarai, hal ini bertujuan untuk mengetahui:  
a. Karakter anggota 
b. Pekerjaan anggota, dan 
c. Latar belakang anggota 
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4. Rapat komite oleh manajer dan pihak marketing pembiayaan BMT Bani 
Adam Boyolali 
Sebelum anggota memperoleh pembiayaan mud}a>rabah, pihak 
marketing pembiayaan mud}a>rabah terlebih dahulu melakukan rapat 
dengan manajer BMT Bani Adam Boyolali guna untuk memperoleh 
persetujuan.  
5. Pembiayaan diterima atau di tolak 
Konfirmasi dari pihak BMT Bani Adam Boyolali kepada anggota 
tentang pembiayaan diterima atau ditolak. 
6. Pencairan dana 
Seluruh persyaratan sudah terpenuhi oleh anggota dan disetujui 
oleh pihak BMT Bani Adam Boyolali, maka pihak BMT Bani Adam 
Boyolali dapat mencairkan dana pembiayaan tersebut 
C. Proses Penetapan Bagi Hasil Pembiayaan Mud}a>rabah di BMT Bani Adam 
Boyolali.  
Bagi hasil berarti pembagian laba, namun secara istilah bagi hasil 
merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu 
perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir 
tahun, bonus prestasi, dll. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi 
hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun 
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pelemparan dana atau pembiayaan (finacing), terutama yang berkaitan dengan 
produk penyertaan atau kerja sama usaha.
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Pembiayaan ialah pendanaan atau pemberian modal yang diberikan oleh 
satu pihak kepada lain pihak yang telah dipercaya untuk mendukung investasi 
yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kemudian 
adanya kesepakatan antara pihak pemberi pembiayaan terhadap pihak 
penerimaan pembiayaan dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam 
perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, 
termasuk jangka waktu serta perolehan keuntungan yang telah ditetapkan 
bersama berdasarkan kedua belah pihak.
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Di BMT Bani Adam Boyolali ketika ada calon anggota yang mana 
hendak melakukan pembiayaan mud}a>rabah maka calon anggota tersebut 
membayar SPA (Simpanan Pokok Anggota) dan SWA (Simpanan Wajib 
Anggota) sebesar Rp,15.000,00 guna mendaftar menjadi anggota. Di BMT 
Bani Adam Boyolali ketika ada yang melakukan simpanan saja maka disebut 
masih calon anggota dan ketika sudah melakukan Pembiayaan baru di 
katakan anggota akan tetapi dengan syarat seperti di atas. BMT Bani Adam 
Boyolali ini dalam melakukan pembiayaannya terdapat beberapa jangka 
waktu yang akan diambil oleh anggota seperti 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 
24 bulan. 
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Cara penentuan plafon yang dilakukan oleh BMT Bani Adam Boyolali 
kepada anggota pembiayaan mud}a>rabah yaitu dengan cara :73 
1. Dari tim BMT Bani Adam Boyolali melakukan survei ke tempat anggota 
yang mengajukan pembiayaan mud}a>rabah tersebut. 
2. Dari survei tersebut tim BMT Bani Adam Boyolali mendapatkan 
pendapatan kotor, pengeluaran untuk usaha, pengeluaran buat kehidupan 
sehari-hari serta pengeluaran lain-lainnya. 
3. Setelah mendapatkan semuanya maka pihak BMT Bani Adam Boyolali 
bisa menentukan plafon yang diterima oleh anggota. Yaitu dengan cara 
penghasilan kotor perbulan itu dikurangi pengeluaran usaha dikurangi 
pengeluaran rumah tangganya dan pengeluaran lainnya, dari situlah baru 
bisa mendapatkan penghasilan bersih per bulan, setelah itu penghasilan 
bersih tersebut dikalikan 70%, dari situlah baru bisa mendapatkan RPC 
(Repayment Capacity) perbulan. 
4. Setelah mendapatlan RPC (Repayment Capacity) baru pihak BMT Bani 
Adam Boyolali mempertimbangkan, dengan melihat juga jaminan yang 
diberikan kepada BMT tersebut. 
5. Baru setelah ada pertimbangan itu pihak BMT Bani Adam Boyolali baru 
bisa memberikan besarnya plafond yang diterima oleh anggota pengajuan 
pembiayaan mudarabah tersebut.  
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Anggota BMT Bani Adam Boyolali yang menggunakan pembiayaan 
mudarabah pada akhir tahun 2017 tepatnya bulan Desember yaitu sebanyak 
76 anggota, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 
Tabel 3.2 
Jumlah anggota pembiayaan Mud}a>rabah BMT Bani Adam Boyolali 
Periode Desember 2016 sampai Desember 2017 
No Bulan/Tahun Pembiayaan Mud}a>rabah 
1 Des / 2016 95 
2 Jan / 2017 99 
3 Mar / 2017 93 
4 Jun / 2017 73 
5 Sept / 2017 73 
6 Des / 2017 76 
Sumber : KSPPS BMT Bani Adam Boyolali.(November, 2018) 
Dari jumlah 76 anggota yang mengajukan pembiayaan mud}a>rabah, 
penulis hanya mampu melakukan wawancara 5 anggota saja. Dari hasil 
pengamatan dan wawancara kepada anggota pengajuan pembiayaan 
mud}a>rabah tersebut, kebanyakan mereka menggunakan untuk usaha baik itu 
usaha toko kelontong, jual sembako, dan ada pula yang menggunakan modal 
tersebut buat buka bengkel, serta masih banyak lainnya.  
Dari hasil wawancara dengan karyawan atau pegawai BMT Bani Adam 
Boyolali yang bernama Safarudin, mengatakan bahwa penetapan bagi hasil 
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pada pembiayaan mud}a>rabah itu disepakati dengan kedua belah pihak antara 
s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib, akan tetapi penetapan bagi hasil yang diambil yaitu 
dengan menggunakan nominal bukan persentase, dengan akibat bagi hasil 
yang di berikan oleh mud}a>rib kepada s}a>h}ibul ma>l setiap bulannya tetap. Mau 
untung ataupun rugi nya usaha tersebut bagi hasil yang diberikan sama.  
Menurut hasil wawancara dengan Ibu Kartiningsih yang jumlah 
pembiayaannya sebesar Rp. 10.000.000 (untuk usaha toko kelontong), bapak 
suratman yang jumlah pembiayaannya sebesar Rp. 6.000.000 (guna untuk 
usaha peternakan ayam), Ibu Sri Setyowati yang jumlah pembiayaannya 
sebesar Rp. 5.000.000 (untuk pembelian frezzer buat usaha jual es batu), 
Bapak Slamet yang jumlah pembiayaannya sebesar Rp. 5.000.000 (untuk 
usaha reparasi elektronik), ibu yani yang jumlah pembiayaannya sebesar Rp. 
20.000.000 (guna untuk usaha pom mini ), seperti halnya ibu Sri Setyowati 
sebagai anggota pembiayaan mud}a>rabah diberikan uang tunai sebesar Rp. 
5.000.000 guna untuk usaha jual es batu. Dalam langkahnya ketika ibu Sri 
belum mengetahui cara untuk menjalankan usahanya, maka dari pihak BMT 
Bani Adam Boyolali melakukan pendampingan terhadap ibu Sri, baru setelah 
ibu Sri paham terkait menjalankan usahanya barulah dilepas dari pihak BMT 
Bani Adam Boyolali dan hanya pantauan minimal 1x dalam 1 bulan.  
Jangka waktu di BMT Bani Adam Boyolali minimal adalah 3 bulan dan 
maksimal hanya 24 bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk 
safarudin, kristiantoro, menyebutkan bahwa ketika hendak mengajukan 
pembiayan dijelaskan penentuan plafond yang akan di terima oleh anggota itu 
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dipertimbangkan dengan hasil survei RPC. Untuk menentukan angsuran 
perbulan pihak BMT Bani Adam Boyolali menetapkan dengan cara Plafond 
yang diterima oleh anggota dibagi dengan jangka yang diambil oleh anggota, 
di tambah dengan pembagian margin atau bagi hasil yang telah di tetapkan 
dengan perjanjian di awal. 
Secara praktinya, BMT Bani Adam Boyolali dalam menetapkan bagi 
hasil dalam pembiayaan mud}a>rabah sudah terbuka kepada anggota yang 
mengajukan pembiayaan tersebut, yaitu dengan cara musyawarah, dengan 
kesepakatan antara kedua belah pihak, meskipun dalam penentuan bagi hasil 
tersebut terbilang dengan nominal bukan dengan prosentase. serta dari pihak 
pengelola pun bisa menegosiasikan terkait bagi hasil yang akan diterimanya. 
Serta pihak BMT Bani Adam Boyolali melakukan bimbingan kepada 
pengelola yang belum bisa dalam menjalankan usahanya serta adanya 
pantauan setiap bulan nya, guna untuk memastikan usaha tersebut jalan atau 
tidaknya, jika ada kendala maka pihak BMT pun bisa membantunya  . 
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BAB IV 
ANALISIS MEKANISME PENETAPAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN 
MUD}A>RABAH DI BMT BANI ADAM BOYOLALI DITINJAU DARI 
FATWA DSN-MUI NO15 TAHUN 2000 
 
A. Mekanisme Penetapan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mud}a>rabah di BMT 
Bani Adam Boyolali 
Secara teknis, al-mud}a>rabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 
pihak dimana pihak pertama (s}a>h}ibul ma>l) menyediakan seluruh (100%) 
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara 
mud}a>rabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 
bukan akibat kelalian si pengelola. Apabila terjadi sesuatu yaitu mengalami 
kerugian yang mana kerugian itu diakibatkan karena kecurangan ataupun 
kelalian dari pihak pengelola maka dari itu pihak pengelola harus bertanggung 
jawab atas kerugian tersebut.
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BMT Bani Adam Boyolali dalam menentukan plafon untuk anggota yang 
melakukan pembiayaan mud}a>rabah yaitu dengan cara melihat atau melakukan 
survei terlebih dahulu kepada anggota yang melakukan pembiayaan mud}a>rabah 
tersebut dengan mempertimbangkan hasil survei RPC serta dengan jaminan 
yang anggota berikan kepada pihak BMT Bani Adam Boyolali, setelah itu 
untuk menentukan angsuran perbulan pihak BMT Bani Adam Boyolali 
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menetapkan dengan cara Plafond yang diterima oleh anggota dibagi dengan 
jangka yang diambil oleh anggota, di tambah dengan pembagian margin atau 
bagi hasil yang telah di tetapkan dengan perjanjian di awal.  
Dalam menentukan bagi hasilnya BMT Bani Adam Boyolali dengan cara 
terbuka yaitu ada tawar menawar disitu, akan tetapi pada penentuannya itu 
BMT Bani Adam Boyolali menggunakan penentuan bagi hasil dengan nominal 
bukan persentase, efek dari penentuan menggunakan nominal yaitu mud}a>rib 
dalam bagi hasilnya setiap bulan tetap., mau rugi atau untung setiap bulannya 
bagi hasil tersebut sama. Berbeda jika menerapkan sistem bagi hasil 
menggunakan persentase yaitu setiap bulannya berbeda, tergantung dari hasil 
pendapatan mud}a>rib itu, jika pengasilan nya banyak maka bagi hasil yang di 
dapatkan diberikan kepada BMT juga banyak, akan tetapi jika penghasilan itu 
sedikit maka bagi hasilnya juga sedikit.  
B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun 2000 Tentang Prinsip Distribusi 
Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Mekanisme 
Penetapan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mud}a>rabah di BMT Bani Adam 
Boyolali. 
Poin khusus yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan 
adalah tentang ketentuan hukum ayat 1-2 Fatwa DSN MUI No.15 tahun 2000 
tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, 
maka penulis akan menjelaskan terkait dengan analisisnya sebagai berikut: 
Poin pada ayat pertama berbunyi pada dasarnya LKS boleh 
menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung dalam pembagian hasil 
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usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Bagi untung adalah proses bagi pendapatan 
yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang 
ditanggung oleh bank, jadi pembagian pendapatan tersebut dibagi pada waktu 
kotor belum di kurangi oleh biaya yang lainnya, dan jika terjadi kerugian maka 
kedua belah pihak menanggung atas kerugian tersebut. Sedangkan bagi hasil 
adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total 
pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
memperolah pendapatan tersebut.  
BMT Bani Adam Boyolali dalam menentukan bagi hasil atau margin  itu 
dengan menggunakan nominal langsung tidak dengan menggunakan persentase 
dari pendapatan usaha tersebut, maka dengan sistem nominal tersebut anggota 
dalam melakukan angsuran dalam margin tersebut setiap bulannya sama, 
meskipun untung banyak margin yang di berikan kepada pihak BMT itu tetap 
ataupun sebaliknya jika dalam usahanya itu rugi maka anggota tersebut juga 
harus memberi angsuran margin ke pada pihak BMT itu sama.  
Poin kedua yang berbunyi dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat 
ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil karena 
dalam pembagiannya bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total 
pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
memperolah pendapatan tersebut. Akan tetapi di BMT Bani Adam Boyolali 
tidak menggunakan prinsip bagi hasil seperti diatas tetapi BMT Bani Adam 
Boyolali menggunakan prinsip yang hampir mirip dengan bunga, yang pada 
dasarnya bunga di tetapkan diawal dan bunga dalam setiap bulannya nominal 
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yang diberikan kepada bank itu selalu sama. Dari prinsip itu maka 
kemaslahatan pun tidak terpenuhi karena pada saat anggota mengalami untung 
yang sedikit pada usaha yang dijalankannya dan margin yang diberikan oleh 
BMT itu tinggi maka usaha anggota tersebut akan mengalami kerugian.  
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap mekanisme 
penetapan bagi hasil pada pembiaayaan mud}a>rabah di BMT Bani Adam 
Boyolali terutama di dalam ketentuan umum ayat 1-2, maka BMT Bani Adam 
Boyolali dalam praktiknya belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.15 
Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan 
Syariah, dikarenakan dalam penentuan bagi hasil yang dilakukan seharusnya 
melalui hitungan keuntungan usaha setiap bulannya akan tetapi dalam BMT 
Bani Adam Boyolali ini menggunakan nominal yang setiap bulannya sama.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan dan analisis pada bab IV, maka penulis 
dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Penetapan bagi hasil pada pembiayaan mud}a>rabah di BMT Bani Adam 
Boyolali yaitu anggota setiap bulan dibebani untuk membayar angsuran 
pokok dan margin/bagi hasil, margin / bagi hasil yang berikan kepada 
BMT setiap bulannya sama, dalam menentukan bagi hasil BMT Bani 
Adam Boyolali tidak berdasarkan keuntungan usaha akan tetapi di 
tentukan pada awal perjanjian.    
2. Dalam pelaksanaan penetapan bagi hasil pada pembiayaan mud}a>rabah di 
BMT Bani Adam Boyolali belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 
15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga 
Keuangan Syariah dikarenakan dalam Fatwa tersebut dijelaskan pada poin 
pertama dan kedua bahwa demi kemaslahatan pembagian hasil usaha pada 
pembiayaan mud}a>rabah lebih baik menggunakan sistem Bagi Hasil yaitu 
dengan cara perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari 
total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 
untuk memperolah pendapatan tersebut. Dalam BMT tersebut pembagian 
hasil usahanya itu terjadi kesepakatan di awal akan tetapi berupa nominal 
yang mana jika nominal maka setiap bulannya anggota membayarkan 
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margin kepada BMT Bani Adam Boyolali itu sama meskipun usaha yang 
dialaminya sedang mengalami kerugian. 
B. Saran-saran 
Setelah memperhatikan dan menganalisis tentang mekanisme penetapan 
bagi hasil pembiayaam mud}a>rabah pada BMT Bani Adam Boyolali, maka 
saran yang penulis berikan untuk pihak BMT Bani Adam Boyolali sebaiknya 
pihak BMT Bani Adam Boyolali dalam menentukan jumlah bagi hasil 
ditentukan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal. Jika 
ditentukan dalam bentuk persentase itu lebih sesuai dengan fatwa DSN MUI 
No 15/DSN-MUI/2000 dimana jika ditentukan dalam bentuk persantase 
angsurannya sesuai dengan keuntungan anggota, sedangkan jika ditentukan 
dalam bentuk nominal jika anggota mengalami kerugian tetapi juga harus tetap 
membayar sebagaimana yang ditentukan oleh pihak BMT maka itu akan lebih 
memberatkan anggota. 
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DAFTAR RESPONDEN 
No Nama Tanggal Wawancara Posisi 
1 Bpk. Kristiantoro 25 Oktober 2018 
Manager BMT Bani 
Adam Boyolali 
2 Bpk. Safarudin 
2 Juni 2018 sampai 25 
Oktober 2018 
Marketing 
Pembiayaan BMT 
Bani Adam Boyolali 
3 Ibu. Qusnul Qotimah 25 Oktober 2018 
Marketing 
Pembiayaan BMT 
Bani Adam Boyolali 
4 Ibu. Pipit Sulistyowati 27 Oktober 2018 
Staff Bagian 
Administrasi BMT 
Bani Adam Boyolali 
5 Ibu. Kartiningsih 17 Juli 2018 
Anggota Pembiayaan 
mudarabah BMT Bani 
Adam Boyolali 
6 Bpk. Suratman 28 Juli 2018 
7 Bpk. Slamet 28 Juli 2018 
8 Ibu. Yani 26 November 2018 
9 Ibu. Sri Setyowati 26 November 2018 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 
Wawancara dengan Ibu Kartiningsih anggota pembiayaan mud}a>rabah di BMT 
Bani Adam Boyolali Tanggal 17 Juli 2018 
1. Untuk apakah ibu mengajukan pembiayaan mud}a>rabah? 
Jawaban: untuk usaha warung. 
2. Berapa jumlah pembiayaan yang ibu ajukan? 
Jawaban: Rp.10.000.000 
3. Alasan apa ibu mengajukan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Bani Adam 
Boyolali? 
Jawaban: karena dekat dengan rumah dan angsuran murah 
4. Berapa bulan ibu ambil jangka untuk pelunasan modal itu? 
Jawaban: 24 bulan 
5. Apakah dalam penentuan bagi hasil / margin itu dengan kesepakatan ibu 
dan pihak BMT? 
Jawaban: iya 
6. Apakah bagi hasil antara ibu dan BMT itu dengan menggunakan 
persentase keuntungan ibu setiap bulan? 
Jawaban: tidak 
7. Kenapa ibu tidak memilih bagi hasil dengan persentase keuntungan? 
Jawaban: karena saya tidak tau cara pembukuannya, sedangkan dari BMT 
kalau dengan persentase harus berdasarkan pembukuan. 
8. Bagaimanakah cara pembagian bagi hasil antara ibu dan BMT? 
Jawaban: setiap bulan saya menyetorkan ke BMT untukbayar angsuran 
pokok dan bagi hasil yang sudah ditentukan di awal perjanjian dulu. 
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Wawancara dengan Bapak Suratman anggota pembiayaan mud}a>rabah di BMT 
Bani Adam Boyolali Tanggal 28 Juli 2018 
1. Untuk apakah bapak mengajukan pembiayaan mud}a>rabah? 
Jawaban: untuk usaha peternakan ayam 
2. Berapa jumlah pembiayaan yang bapak ajukan? 
Jawaban: Rp.6.000.000 
3. Alasan apa bapak mengajukan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Bani 
Adam Boyolali? 
Jawaban: karena ada kenalan dengan pegawai sana 
4. Berapa bulan bapak ambil jangka untuk pelunasan modal itu? 
Jawaban: 24 bulan 
5. Apakah dalam penentuan bagi hasil / margin itu dengan kesepakatan 
bapak dan pihak BMT? 
Jawaban: iya 
6. Apakah bagi hasil antara bapak dan BMT itu dengan menggunakan 
persentase keuntungan bapak setiap bulan? 
Jawaban: tidak 
7. Kenapa bapak tidak memilih bagi hasil dengan persentase keuntungan? 
Jawaban: karena saya tidak mau ribet 
8. Bagaimanakah cara pembagian bagi hasil antara bapak dan BMT? 
Jawaban: setiap bulan saya menyetorkan ke BMT untuk bayar angsuran 
pokok dan bagi hasil yang sudah ditentukan di awal perjanjian dulu. 
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Wawancara dengan Bapak Slamet anggota pembiayaan mud}a>rabah BMT Bani 
Adam Boyolali Tanggal 28 Juli 2018 
1. Untuk apakah bapak mengajukan pembiayaan mud}a>rabah? 
Jawaban: untuk buka reparasi elektronik 
2. Berapa jumlah pembiayaan yang bapak ajukan? 
Jawaban: Rp.5.000.000 
3. Alasan apa bapak mengajukan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Bani 
Adam Boyolali? 
Jawaban: karena dekat dengan rumah 
4. Berapa bulan bapak ambil jangka untuk pelunasan modal itu? 
Jawaban: 12 bulan 
5. Apakah dalam penentuan bagi hasil / margin itu dengan kesepakatan 
bapak dan pihak BMT? 
Jawaban: iya 
6. Apakah bagi hasil antara bapak dan BMT itu dengan menggunakan 
persentase keuntungan bapak setiap bulan? 
Jawaban: tidak 
7. Kenapa bapak tidak memilih bagi hasil dengan persentase keuntungan? 
Jawaban: tidak tau cara pembukuannya. 
8. Bagaimanakah cara pembagian bagi hasil antara bapak dan BMT? 
Jawaban: setiap bulan saya menyetorkan ke BMT untukbayar angsuran 
pokok dan bagi hasil yang sudah ditentukan di awal perjanjian dulu. 
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Wawancara dengan Ibu Yani anggota pembiayaan mud}a>rabah di BMT Bani 
Adam Boyolali Tanggal 26 November 2018 
1. Untuk apakah ibu mengajukan pembiayaan mud}a>rabah? 
Jawaban: untuk usaha tas rajut 
2. Berapa jumlah pembiayaan yang ibu ajukan? 
Jawaban: Rp.3.000.000 
3. Alasan apa ibu mengajukan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Bani Adam 
Boyolali? 
Jawaban: karena ada kenalan dengan pegawai sana, serta dekat dengan 
rumah 
4. Berapa bulan ibu ambil jangka untuk pelunasan modal itu? 
Jawaban: 12 bulan 
5. Apakah dalam penentuan bagi hasil / margin itu dengan kesepakatan ibu 
dan pihak BMT? 
Jawaban: iya 
6. Apakah bagi hasil antara ibu dan BMT itu dengan menggunakan 
persentase keuntungan ibu setiap bulan? 
Jawaban: tidak 
7. Kenapa ibu tidak memilih bagi hasil dengan persentase keuntungan? 
Jawaban: karena saya tidak tau 
8. Bagaimanakah cara pembagian bagi hasil antara ibu dan BMT? 
Jawaban: setiap bulan saya menyetorkan ke BMT untukbayar angsuran 
pokok dan bagi hasil yang sudah ditentukan di awal perjanjian dulu. 
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Wawancara dengan Ibu Sri Setyowati anggota pembiayaan mud}a>rabah di BMT 
Bani Adam Boyolali Tanggal 26 November 2018 
1. Untuk apakah ibu mengajukan pembiayaan mud}a>rabah? 
Jawaban: untuk usaha jual es batu 
2. Berapa jumlah pembiayaan yang ibu ajukan? 
Jawaban: Rp.5.000.000 
3. Alasan apa ibu mengajukan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Bani Adam 
Boyolali? 
Jawaban: karena angsuran pokoknya terjangkau 
4. Berapa bulan ibu ambil jangka untuk pelunasan modal itu? 
Jawaban: 12 bulan 
5. Apakah dalam penentuan bagi hasil / margin itu dengan kesepakatan ibu 
dan pihak BMT? 
Jawaban: iya 
6. Apakah bagi hasil antara ibu dan BMT itu dengan menggunakan 
persentase keuntungan ibu setiap bulan? 
Jawaban: tidak 
7. Kenapa ibu tidak memilih bagi hasil dengan persentase keuntungan? 
Jawaban: karena saya tidak tau ribet 
8. Bagaimanakah cara pembagian bagi hasil antara ibu dan BMT? 
Jawaban: setiap bulan saya menyetorkan ke BMT untukbayar angsuran 
pokok dan bagi hasil yang sudah ditentukan di awal perjanjian dulu. 
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Daftar pertanyaan wawancara dengan Bapak Safarudin dan Ibu Qusnul Qotimah 
sebagai Marketing BMT Bani Adam Boyolali, Bapak Kristiantoro sebagai 
Manager BMT Bani Adam Boyolali dan Ibu Pipit Sulistyowati sebagai Staff 
Administrasi BMT Bani Adam Boyolali. 
1. Pembiayaan apakah yang paling diminati oleh anggota? 
2. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Bani 
Adam Boyolali? 
3. Adakah syarat-syarat pengajuan pembiayaan mud}a>rabah? 
4. Adakah syarat-syarat menjadi anggota BMT Bani Adam Boyolali? 
5. Apakah ada pendampingan pada usaha yang dijalankan anggota? 
6. Bolehkah dalam penetapan bagi hasil anggota menawar? 
7. Bagaimana cara penentuan angsuran bulanan? 
8. Bagaimana mekanisme penetapan bagi hasil di BMT Bani Adam 
Boyolali?  
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Wawancara dengan Ibu Kartiningsih anggota pembiayaan mud}a>rabah di BMT 
Bani Adam Boyolali 
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Wawancara dengan Ibu Qusnul Qotimah Marketing BMT Bani Adam Boyolali. 
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Wawancara dengan Bapak Safarudin Marketing Pembiayaan BMT Bani Adam 
Boyolali 
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Formulir Permohonan Peminjaman di BMT Bani Adam Boyolali. 
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Brosur BMT Bani Adam Boyolali. 
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